— SURAT PERIANJIAN KERJA SAMA L L
| PROYEK REKLAMASI PANTAI TELUK MANADO
Nomor : 06 /PKS/MHkm/2003

Pada hari ini, Jumet tanggal 8(Delapan) bulan Agustus tahun dua ribu tiga,
- kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

. Nama : Drs. WEMPIE FREDERIK
Jabatan : Walikota Manado
Alamat : Jl. Balai Kota No. 1, Mamado.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Manado, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK
PERTAMA.

II. Nama : SUJONO HADIKUSUMO

Jabatan  : Direktur PT. MULTI CIPTA PERKASA NUSANTARA

Alamat  : JI. Martadinata VI No. 31 Manado.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas mama PT. MULTI
CIPTA PERKASA NUSANTARA sesuai Akte Pendirian
Perusahaan yang dibuat oleh Oky Annete Kahimpong, Sarjana
Hukum. Notaris di Manado No. 53 Tanggal 26 hmni 1995 yang
terakhir telah dirubah berdasarkan Akte Berita Acama yang
dibuat oleh Setiawan, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta No. 5
Tanggal 2 April 2002, selanjutnya dalam surat perjanjian ni
disebut IHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan secbagai tersebut di

~ atas telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Reklamasi Pantai Tehik
Manado seluas 83.100 m? di atas Pantai Teluk Manado, berada dalam sebagian
areal Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Manado berdasarkan Keputusan
Mendagri No. 66/HPL/DA/88 tanggal 30 Juni 1988 dan Sertifikat Hak -
Pengelolaan No. 03/Wenang Utara di Kelurahan Wenang Utara Kecamatan
Wenang Kota Manado yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dengan
rincian sebagaimana tersebut dalam surat Perjanjian Kefja Sama ini dengan
ketentuan sebagai berikut : |
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BAB I
LINGKUP PERJANIIAN
Pasal 1
Lokasi Batasan Lunas

(). PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk merencanakan,
melaksanakan dan membiayai seluruh pekerjaan reklamasi pantai dan
pembangunan pada areal di atas sebagian tanah Hak Pengelolaan I ahan atas
nama PIHAK PERTAMA yang teretak di Kelimahan Wenang Utara
Kecamatan Wenang Kota Manado seluas 83.100 m?, yaitu panjang dari
batas Pelabuhan Manado ke arah Selatan mengikuti jalan Pierre Tendean
sepamjang 654 meter dan lebar bervariasi 120 meter sampai dengan 150
meter ke arah kaut (Teluk Manado).

(2)- PIHAK KEDUA menyatakan menerima penunjukan PIHAK PERTAMA
dimaksud ayat (1) di atas dan bertanggungjawab atas perencanmaan,
pelaksanaan, pembiayaan dan penyelesaian pekerjaan tersebut.

(3). Dalam merencanakan/melaksanakan pekerjaan pembanguran di atas areal
yang felah direklamasi tersebut ayat (1) pasal imi, PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk melaksanakannya sendiri dan/atau bekerja sama dengan

Pasal 2
Kompensasi untuk Pemerintah Kota Manado
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dalam kompensasi hasil
reklamasi pantai tersebut pada pasal 1 ayat (1) di atas scbagai berikut :

a. Tanah kompensasi untuk PIHAK PERTAMA sebesar 16% (enam be]as per
serats) dari luas lahan hasil reklamasi 83.100 m” atau sehias 13.296 m?.

b. Luas tanmah kompensasi tersebut hunuf a terletak di bagian Selatan areal
reklamasi sesuai peta situasi terlampir.
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Selain lahan kompensasi 16 % sebagaimana tersebut pada huruf a pasal ini,
PIHAK KFDUA masih bersedia juga untuk :

—  Menyediakan lahan scluas 2.400 m” (80 meter x 30 meter) yang akan
dipergunakan untuk pembangunan momimen dan taman.

— Menyediakan lahan dan membuka/membuat jalan tembus jalan
Jenderal Sudirman sampai ke batas areal monumen seluas 1.920 m?.

Pasal 3
Jangka Waktu Pemberian Hak

PIHAK PERTAMA menjamin sebagian tanah Hak Pengelolaan Lahan
Pemerintah Kota Manado yang telah direklamasi seperti tersebut pada pasal
1 ayat (1) perjanjian ini diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan status
Hak Guna Bangunan (HGB).

Sertifikat Hak Gunma Bangunan (HGB) tersebut pada ayat (1) di atas
mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, diknasai dan dapat
diperjual-belikan oleh PIHAK KEDUA kepada Pihak Ketiga dan
seterusnya, serta dapat diperpanjang dan/atau ditingkatkan haknya dengan
mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Peruntukan

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk membangun kawasan perdagangan,
perkantoran, pariwisata dan pembangunan lainnya dengan mengikuti
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mengalihkan/menjual Hak Guna
Bangunan (HGB) tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak
lain (Pihak Ketiga dan seterusnya).

Dalam memanfaatkan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut PIHAK
KEDUA mempunyai hak untuk bekerja sama dengan pihak lain (Pihak
Ketiga dan seterusnya) baik untuk sebagian maupun untuk seluruh Hak
Guna Bangunan (HGB) tersebut.



Pasal S
Sarana Pemnjang

PIHAK KFDUA berkewajiban membangun dan membiayai pembangunan
prasarana jalan, saluran air, taman, penerangan jalan, dan lainain yang ada
hubungan dengan segi estetika dan keindahan kota.
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BAB Il
PELLAKSANAAN REKILAMASI DAN PEMBANGUNAN
Pasal 6
Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan reklamasi pantai
tersebut pasal 1 di atas berdasarkan gambar/peta lokasi yang dibuat oleh
PIHAK PERTAMA dan peta lokasi tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan surat perjanjian ini.

PIHAK KEDUA berkewajiban mengurus  Izin Lokasi dari Walikota
Manado serta sertifikat atas tanah yang dircklamasi melali Kantor
Pertanahan Kota Manado sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat rencana tapak (site plan) yang
disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebelum melaksanakan pembangunan di
atas lahan reklamasi.

Pekerjaan reklamasi dan pembangunan tersebut ayat (1) dan ayat (3) pasal
im diperuntukkan dan meliputi kawasan perdagangan, perkantoran,
pariwisata dan pembangunan lairnya, seluruh fasilitas tersebut dilaksanakan
oleh PIHAK KEDUA.

Khusus pekerjaan pembangunan kawasan perdagangan, perkantoran,
pariwisata dan pembangunan lainnya dimulai setelah PIHAK PERTAMA
memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PIHAK KEDUA
yang diterbitkan atas nama PIHAK KEDUA.
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/(6; Di ®empat pekerjaan harus ada wakil dari PIHAK KEDUA vang ditmjuk
sebagai Pelaksama dan mempunyal wewenang/kiasa penuh unfuk mewakili
PIHAK KEDUA yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah
danpeumjukdanPI}MKPﬂlTAMAscpanjangﬁdakbcmntangandmgan
persyaratan yang berlaku di dalam perjanjian im.

(7). Penyimnangan dari perencanaan atu perubehan-perubehan yang prinsip
pada gambar rencana tapak (site plan & block plan) harus disensjui oleh
PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Jangka Wakin Pelaksanaan Pekerjaan

PIHAK KEDUA berkewajiben menyelesaikan kelanjutan pekerjaan reklarmasi
pantai dimaksud pada pasal 1 di atas klusus terhadap bagian yang belum selesai
dikerjakan selambatiambatnya selarma 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung
sejak ditanda-tanganinya surat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Pembiayaan

PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung seluruh pembiayaan pemban gunan,
perizinan dan biaya—biaya lainnya sesuai Ketentmn dan Peraturan Perundang—
unddangan yang berlaku

Pasal 9
Hak dan Kewajiban Tambahan

(1). Letak areal reklamasi seluas 83.100 m” dan areal kompensasi sebesar 16 %
bagian PIHAK PERTAMA dan areal untuk Taman dan Mormumen sehuas
2.400 m’ serta tembusan jalan Jenderal Sudirman (menuju Monumen)
seluas 1.920 m” akan dibuatkan Peta yang jelas oleh PITHAK PERTAMA
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama
1m.

(2). PIHAK [\4/. -



(2). PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 03/
Wenang Utara benar-berar miliknya dan fidak dalam sengketa serfa
berkewajiban menjarmin pula kelancaran pelaksanaan reklamasi dan
pembangunan dari hambatan-hambatan yang terjadi dan di luar jangkauan
PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kelancarman pelaksanaan
pekerjaan.

(3). PIHAK KFDUA wajib menjaga keamanan dan keselamatan anggota
masyarakat yang berada di sekitar lokasi dan tidak mengganggu kelancaran
arus lalw-intas kendaraan dan manusia selama berlangsungnya pelaksanaan
pekerjaan reklamasi dan pembangunan.

(4). PIHAK KEDUA harus segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA
sarama umum yang dibuat oleh PIHAK KEDUA setelah selesai secara
keseluruhan.

(5). PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada
PIHAK PERTAMA mengemai pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

BAB I
SANKSI, PERSELISIHAN DAN LAIN —-LAIN
Pasal 10

Sanksi

(1). Perjanjian Kerja Sama ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila
setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda—tanganinya Surat
Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA belum mulai melaksanakan
kelanjutan pekerjaan reklamasi tanpa alasan yang dapat diterima oleh
PIHAK PERTAMA dan setelah diberikan peringatan-penngatan pertama,
kedua dan ketiga. -

(2). Apabila dalam tenggang-waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebagaimana
tersebut pada Pasal 7 di atas PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan
pckerjaan reklamasi dimaksud dengan alasanalasan yang tidak
dapat diterima, maka PIHAK PERTAMA dapat sccara sepihak memmituskan
Perjanjian Kerja Sama ini.

Apabila alasan-alasan keterlambatan pekerjaan reklamasi dapat diterima
oleh PIHAK PERTAMA, maka PTHAK PERTAMA wajib memperpanjang
jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

(3 Datam(ly, . .
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(3). Dalam hal terjadi permitusan Perjanjian Kerja Sama seperti dimaksud ayat
(2) di atas, PIHAK PERTAMA dapat mengalihkan sisa pekerjaan kepada
Pihak Ketiga dengan memperhitungkan pemberian ganti rugi berupa
pekerjaan fisik dan non fisik kepada PIHAK KEDUA yang besamya
ditentukan oleh Tim Independen/Netral yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA.

Pasal 11
Perselisihan

(1). Dalam hal timbul perselisihan atas surat Perjanjian Kerja Sama ini antara
PIHAK PERTAMA dengan PTHAK KEDUA, maka pertama-tama harus
diusahakan penyelesaian secara nusyawarah damai. Dan apabila tidak dapat
diselesaikan serara musyawarah, maka akan diselesaikan melahi Lembaga
Peradilan.
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Pasal 12

Penutup

(1). Hakhal yang timbul di luar kemampuan manusia seperti gempa bumn,
banjir, perang, kerusuhan massa, gejolak moneter dan lamain tidak
menjadi resiko dan tanggungjawab kedua-belah Pihak dan tidak
mengakibatkan pembatalan Perjanjian Kerja Sama ni.

(2). Halhal lan yang belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian i sekiranya
diperlukan akan dibuatkan amandemen/perjanjian tambahan yang mernipakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian imi.

(3). Surat Pesjanjian Kerja Sama ini mulai berdaku dan mengikat kedua-belah
pihak setelah ditanda-tangani.

(4). a.  Dengan diterbitkannya surat Perjanjian Kerja Sama ini, maka surat
Perjanjian Kerja Sama yang terdatmilu No. 09/PKS/Hkm/95 tanggal 20
Juli 1995, Amandemen Perjanjian Kerja Sama No. 77/PKS/Am/Hkm/
2000 tanggal 19 Juli 2000 dan surat Perjanjian Kerja Sama No. 02/
PKS/Hkm/2003 tanggal 27 Jamuari 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Segala[\/ . % fL
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b.  Segala sesuatu yang telah dilakukan secara haik dan benar oleh kedua
belah pihak berdasarkan perjanjian terdahulu terutama menyangkud
dengan penerbitan hak-hak atas nama PIHAK KEDUA berupa lzin
Iokasi, Sertifikat HGB, IMB, Rencana 'Tapak/Blok Plan serta
pekerjaan-pekerjaan reklamasi dan  pembangunan yang sudah
dilaksanakan tetap dinyatakan sah dan berlaku serta mengikat
kedua-belah pihak.

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dituat dalam rangkap 2 (dua) dengan
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing—
masing antuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk keperluan
administrasi dibuat 6 (enam) tindasan.




